
Nomor : 39/PM.00.02/K.SB-09/11/2025 Sijunjung, 24 November 2025
Sifat : Biasa
Lampira
n :  -
Perihal : Permintaan Data

Kepada Yth,
Ketua KPU Kab. Sijunjung

Di
Tempat

Dengan hormat,

Dasar Hukum. 

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana

telah  diubah terakhir  dengan Undang-Undang Nomor  7  Tahun 2023 tentang

Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  nomor  1  Tahun

2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum menjadi Undang-undang.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali

diubah  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2020  tentang

Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun

2020  tentang  Perubahan  Ketiga  atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang Menjadi Undang Undang.

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran

Data Pemilih Berkelanjutan.

4. Peraturan  Badan Pengawas  Pemilihan  Umum Nomor  1  Tahun 2025 Tentang

Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

5. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan

Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 104 poin (e) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tent

ang Pemilihan Umum menyebutkan “Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban mengawasi Pe

muktahiran dan Pemiliharaan Data Pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Ka

bupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peratur

an perundang-undangan”. 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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Bawaslu Kabupaten Sijunjung sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk melaku

kan pengawasan penyusunan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanj

utan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sijunjung serta dalam rangka melaksanakan tugas

pencegahan menjaga hak pilih di Kabupaten Sijunjung, maka kami mohon kesediaan Ketua

KPU Kabupaten Sijunjung untuk dapat memberikan data Daftar Penduduk Potensial Pemilih

Pemilihan (DP4) Semester 2 dari Kemendagri yang sudah disinkronisasikan.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapk

an terima kasih. 

 
KETUA,

${ttd}

GUSNI FAJRI
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